
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENAMBAHAN PEI{TERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Menirnbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,

a. batrwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan
memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusabraan Pengelola Aset dalam rangka
pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan
Usaha Milik Negara, perlu melaln:kan penambahan
penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam
modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Pengelola Aset yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja N'egara Talrun Anggaran 2008;

b. balrwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara dan Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor
1 Tatrun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara,
penyertaan modal negara ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham
Perusatraan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola
AseU

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 N<lmor 70, Tambahan l,cmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a297);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendatraraa.n Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4.Undang-Undang...

Mengingat



Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A

-2-
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO7 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO7 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a555);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM : MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.

Pasal I
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal satram Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset yang
didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2OO4 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di
Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6L Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang
Pengelolaan Aset.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000.000,00
(satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Pasal 3

Peraturan Pemerintertr
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setierp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah irri detrgarlr

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONBSIA,

DR. H. SUSILO BAMBANC} YUDI-IOYONO

Diundangkan di Jakarta
pad.a tanggal 24 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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ANDI MAT'IALAT'IA

LEMBARAN NEGARA REPUBLII{ INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturatt Perundang,-undangan
Bidang Perekonomian detn lndttstri,
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